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What's
New?

Update Versi 1.4

e Update data sumber validasi NIK untuk perekaman bukti potong

+ Penambahan opsi sertifikat elektronik (*.p12) dalam submit SPT Masa PPh Pasal 21/26
(kondisi sebelumya hanya menggunakan kode verifikasi via email server)

* Bugs fix

Update Versi 1.3

» Ekspor bukti potong - fail Excel

+ Edit data pada saat ubah bukti potong

+ Kesalahan isi SPT Pembetulan pada Induk (point 15 dan 16 terbalik)

« Tampilan nilai PPh minus untuk Kode Objek Pajak 21-100-01 dan 21-100-02 di Bupot
Tahunan A1

+ Validasi tanggal bukti potong (mandatory) saat rekam bukti potong lewat loader

Update Versi 1.2

Pada aplikasi e-Bupot 21/26 versi 1.2 terdapat beberapa penambahan fitur, diantaranya:

* Pembuatan bukti potong 1721-A1/bukti potong untuk pegawai yang berhenti di tengah
tahun

+ Penambahan akumulasi penghasilan bruto pada bukti potong PPh final pesangon/
manfaat pensiun (Kode Objek Pajak 21-401-01 dan 21-401-02)

* Pembuatan auth key untuk wajib pajak yang menggunakan layanan PJAP (penyedia Jasa
Aplikasi Perpajakan)

+ Daftar bukti potong hanya menampilkan status bukti potong yang masih aktif (status
hapus dan batal tidak dimunculkan)

» Generate kode billing dan rekam setoran pada user perekam

e Download bukti potong masal pada user perekam.

Update Versi 1.1
* Manajemen Role User Perekam
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Alur
Aplikasi

1 LOGIN

Aplikasi e-Bupot 21/26 merupakan aplikasi yang berbasis web sehingga tidak
memerlukan installer khusus. Untuk dapat menggunakannya, wajib pajak cukup login
ke laman https://djponline.pajak.go.id yang tata caranya dapat di lihat pada Bab 1.

2 BUPOT

Pembuatan bukti potong dapat dilakukan melalui dua metode yaitu key-in dan skema
impor data excel. Penjelasan lebih lengkapnya dapat disimak pada Bab 3. Namun
sebelum melakukan perekaman bukti potong, pastikan wajib pajak telah mengatur
nama dan jabatan penandatangan di menu pengaturan yang dijelaskan pada Bab 5.

3  POSTING

S Posting adalah aktivitas memindahkan data bukti potong yang telah dibuat/diterbitkan
v ke dalam draft Surat Pemberitahuan (SPT) atau untuk melakukan update data pada

SPT. Pembahasan lengkapnya dapat di simak pada Bab 3.

4 PEMBAYARAN

Setelah melakukan posting, langkah berikutnya adalah merekam data pembayaran
pada SPT. Proses ini dipersyaratkan bagi wajib pajak yang memiliki setoran PPh baik

@ berupa NTPN ataupun Pemindahbukuan. Penjelasan lebih lengkap dapat di lihat
pada Bab 4.

3  SUBMIT SPT

“‘% Submit SPT merupakan rangkaian terakhir dari proses bisnis pemotongan PPh Pasal
!@ 21/26. Proses ini dilakukan setelah proses perekaman bukti pemotongan dan bukti

penyetoran selesai dilaksanakan. Lebih lengkapnya dapat di lihat pada Bab 4.
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Lupa Kata Sandi ?

Login

Daftar disini

GAMBAR 1.1. TAMPILAN AWAL LAMAN HTTPS://DJPONLINE.PAJAK.GO.ID

Aplikasi e-Bupot 21/26
merupakan aplikasi
berbasis web sehingga
tidak membutuhkan

installer. Untuk
menggunakannya, silakan
login melalui laman
https://djponline.pajak.
go.id.

Tahapan untuk dapat mengakses aplikasi e-Bupot 21/26:

« Buka browser (Google Chrome, Mozilla Firefox,
Microsoft Edge, dan sejenisnya)

» Ketik laman djponline (https:/djponline.pajak.go.id)

+ Isikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) [1]

+ Masukan Kata Sandi (Password) DJP Online [2]

* Masukan Kode Keamanan (Captcha) yang muncul [3]

* Lalu tekan tombol Login [4]
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>>>>

Berikutnya akan ditampilkan dashboard seperti gambar 1.2 di bawah ini. Untuk pertama kali, aktifkan
menu e-Bupot 21/26 dengan cara memilih menu Profil [5].

Tampilkan kartu

IPWP 15 NFWP 16
012345678910000 0012345678%10000
Anda dapat mengirim NPWP Elektronik ke email Anda dengan
menekan tombol di bawah.
Email:
No Telp: = Kirim Email

GAMBAR 1.2. TAMPILAN MENU DASHBOARD LAMAN HTTPS://DJPONLINE.PAJAK.GO.ID

Kemudian pilih submenu Aktivasi Fitur [6] ----> centang e-Bupot 21/26 [7] ----> lalu tekan tombol
Ubah Fitur Layanan [8]

= Menu Profil X Aktivasi Fitur
o Data Profi

Aktifkan fitur untuk saya

Rlnasewnidmes
S :
4. Daftar WP Cabang & e8uc ‘El’
3
R

& Ubah Kata Sand

e-Bupot PPh Pasal 23/26 &
. .
o Aktlvasi Fitur ¢ 6 PBEE @
. .

) Batal Ubah Fitur Layanan

GAMBAR 1.3. TAMPILAN MENU PROFIL
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Setelah menekan tombol Ubah Fitur Layanan [8]. Pengguna akan ter-logout secara otomatis.
Silakan login kembali seperti dijelaskan pada langkah 1-4 sebelumnya.

Selanjutnya masuk ke menu Lapor [9] ----> Pra-Pelaporan [10] ----> eBupot 21/26 [11]

oooooooooooo

. .
. .
Pelaporan @ . PraPelaporan E
...............
..........................
.
. whigerstomw gk § | | L | g sl parvessigan paish
bupot vawa: | : bupot ‘ upot |
e-Bupot 21/26 i ; e-Bupot Unifikasi i e-Bupot PPh Pasal 23/26

GAMBAR 1.4. TAMPILAN MENU LAPOR

Pengguna akan ditampilkan dashboard utama aplikasi e-Bupot 21/26 seperti ditunjukkan pada
Bab 2 di halaman berikutnya.

Selain dengan cara di atas, pengguna juga dapat secara langsung mengakses
aplikasi e-Bupot 21/26 dengan cara mengetik laman https://ebupot2126.pajak.
go.id.
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Menu Utama

Dashboard

. bupot |22
Dashboard Bukti Potong SPT Masa P
£ Daftar SPT Masa SPT 21

T;—.|||pa-': 5 ¢ entl 0 G Q G Q

NO | NO.BPE/NTTE MASA/TAHUN PAJAK PBTL KE TANGGAL KIRIM

4

1 806206474241019651 2024-01 Normal 19-02-2024 e e

Menampllkan 1 sampai 1 darl 1 entri

GAMBAR 2.1. TAMPILAN DASHBOARD E-BUPOT 21/26

DeSkripSi Pada menu ini terdapat beberapa kolom
Menu Dashboard berfungsi untuk yaitu:

menampilkan daftar SPT Masa PPh e No[A]

Pasal 21/26 yang telah d|k|r|mkan Menunjukkan nomor barisl

secara elektronik ke sistem Direktorat . No. BPE/NTTE [B]

Jenderal Pajak. . :
Merupakan nomor Bukti Penerimaan

Elektronik (BPE)/ Nomor Tanda Terima
Elektronik (NTTE) atas SPT Masa PPh
Pasal 21/26 yang telah dikirimkan.

« Masa/Tahun Pajak [C]
Yaitu informasi masa dan tahun pajak
dari SPT yang telah dilaporkan.
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Pbtl Ke [D]

Mencerminkan status dari SPT yang dilaporkan (Normal, Pembetulan ke-1, dan seterusnya).
Tanggal Kirim [E]

Merupakan tanggal dikirimkannya SPT.

Aksi [F]

Pada kolom ini terdapat 2 (dua) tombol aksi yaitu :

(1) Lihat BPE; dan

(2) Cetak SPT Induk.

Untuk lebih memahami kegunaan dari masing-masing tombol, mari kita simak penjabaran
berikut ini:

Tombol aksi “Lihat BPE” digunakan untuk melihat dan mencetak
Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)/Nomor Tanda Terima Elektronik
ee (NTTE) atas SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dikirimkan.
Pengguna juga dapat mengunduh BPE tersebut ke dalam bentuk
Portable Document Format (PDF) atau mencetaknya secara
langsung ke printer.

Jika dicermati, pada BPE ini terdapat QR Code yang dapat
digunakan untuk mengecek status secara online dari SPT yang
dikirimkan. Caranya yaitu dengan melakukan pemindaian (scan) QR
Code tersebut dengan menggunakan perangkat mobile yang telah
terpasang aplikasi QRCode Scanner.

‘E + | B ¢©

KEMENTERIAN KEUANGAN Ri
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMAS| DAN PENGADUAN KRING PAJAK {021) 1500200
amail i W

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE}
HOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : B3984107473240002001

Janis SPT

Pembstulan Ke-
Tanggal Terima

R
Tahun Pafeke POWGADNZ
Masa Pajak

— Torima Kasih talah menyampaikan Laporan SPT Anda 1

GAMBAR 2.2. TAMPILAN CETAKAN BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

13
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AKSI
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Tombol aksi “Cetak SPT Induk” digunakan untuk melihat dan
mencetak Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Pengguna dapat mengunduh Induk SPT tersebut ke dalam bentuk
PDF atau mencetaknya secara langsung ke printer.

= dIVCmVuZHNOcmVhb... 1 2

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA o o
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FORMULIR 1721
DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
KEMENTERIAN KEUANGAN R Formulir ini digunakan untuk melaporkan
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Femolongan Fajak '"P g Pasal 21 daniatiy
asal 26
Bacalah petunjuk pengisian sebelum menglsi foarmulir ini
MASA PAJAK - — "“"‘“"_'u‘.ﬂ“fn“,?.‘. seT
omeyyyy) " 01 - 2024 [0 XJREE ' PEMBETULANKE- 0 S Tm T
A. IDENTITAS PEMOTONG
1. NPWP : 01.234.567.8-910.000
2. NAMA LA RAKA
3. ALAMAT ; JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42
4. NOTELEPON :n0:i 5250208 5. EMAIL : «0: raka@adaaja.com
B. OBJEK PAJAK
NO PENERIMA PENGHASILAN KoDE Oug|  JUMLA Pty JUMLAH PAJAK
S|, | s | SR

GAMBAR 2.3. TAMPILAN CETAKAN SPT INDUK PPh PASAL 21/26
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Menu Utama

Bukti Potong

bupot | zizs

Daftar Bupot Pasal 21 Daftar Bupot Pasal 26 Impor Bupot Download Bupot

(A) (B (C)

= Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21

Pencarian Berdasarkan Kata Kuncl

Periode s 02-2024

Final/Tidak Final Tahunan

Tampilkan 5 & antr

JUMLAH JUMLAH
NOMOR BUKTI IDENTITAS NAMA
PERIODE KODE OBJEK PAJAK BRUTO DIPOTONG PEREKAM STATUS  AKSI

(RP) (RP)

PEMOTONGAN DIPOTONG DIPOTONG

GAMBAR 3.1 TAMPILAN MENU BUKTI POTONG

Deskripsi
Menu Bukti Potong berfungsi untuk:

* membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau

PPh Pasal 26, baik melalui key-in maupun Pada menu Bukti Potong,
skema impor excel. terdapat 4 (empat) sub menu
yaitu:

* menampilkan daftar bukti potong PPh Pasal

21 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dibuat. - Daftar Bupot Pasal 21

. - Daftar Bupot Pasal 26
* mengunduh bukti potong yang telah . Impor Bupot

diterbitkan dalam suatu masa pajak . Download Bupot

* mengekspor data bukti potong yang telah
dibuat ke dalam excel.
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Daftar
Bupot
Pasal 21

Submenu Daftar Bupot Pasal 21 digunakan

untuk:

- melihat, mengubah, dan menghapus
Bukti Potong PPh Pasal 21 yang telah
diterbitkan dalam suatu masa pajak.

« merekam bukti potong melalui mekanisme
key-in (menginput satu per satu secara
online); dan

« mengekspor data bukti potong PPh Pasal
21 yang diterbitkan dalam suatu masa
pajak ke dalam format excel.
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1.

MELIHAT/MENGEDIT/MENGHAPUS BUKTI POTONG

Untuk melihat data bukti potong PPh Pasal 21 yang telah dibuat dan/atau diterbitkan dalam
suatu masa pajak, pilih “Pencarian Berdasarkan” [a] (1) Nomor Bukti Pemotongan; (2) Identitas
Dipotong; atau (3) Periode)) ---> isikan/pilih Kata Kunci [b]---> lalu tekan tombol Cari [c].

Sistem akan menampilkan data yang sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Untuk dapat
mengunduhnya ke dalam format excel, tekan tombol Unduh [d].

bupot |2z

Daftar Bupot Pasal 21 Daftar Bupot Pasal 26 Impor Bupot Download Bupot

£ Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21

Pencarian Berdasarkan Kata Kuncl

Periode e E 01-2024 @

Bulanan Tahunan

kan & + entr 0

K Al
|0DE 0: [; M P DR S J::AULTCT DJIL:::;:G PEREKAM STATUS
B
’ PEMOTONGAN DIPOTONG DIPOTONG )
PAJAK (RP) (RP)

21-
2024 100- 13012400000001 3217122602880
07

ANGGA 100.000 2.500 012345678810000

DHANISWARA . Normal @ @ @

GAMBAR 3.2. TAMPILAN DAFTAR BUKTI POTONG PASAL 21

Tombol aksi “Lihat” digunakan untuk mencetak bukti potong PPh Pasal 21 yang telah
dibuat/diterbitkan. Tombol aksi “Ubah” digunakan untuk mengubah bukti potong PPh
Pasal 21 yang telah dibuat/diterbitkan. Sementara tombol aksi “Hapus” digunakan untuk
menghapus bukti potong yang sudah dibuat.
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MEREKAM BUKTI POTONG PPH PASAL 21 MELALUI MEKANISME KEY-IN

Perekaman bukti potong PPh Pasal 21 dengan skema key-in, mengharuskan pengguna untuk
merekam satu per satu bukti potong yang akan dibuat. Melalui metode ini, pengguna dapat melihat
lebih detail dan teliti atas setiap bukti potong yang dibuat sebelum disimpan dan diterbitkan.

Untuk merekam bukti potong PPh Pasal 21 melalui mekanisme key-in, silakan tekan tombol Rekam
[e]---> lalu pilih jenis bukti potong yang akan dibuat (Bupot Bulanan/Final/Tidak Final atau Bupot
Tahunan A1) [f].

bupot |2z

Daftar Bupot Pasal 21 Daftar Bupot Pasal 26 Impor Bupot Download Bupot

= Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21 e

Periode % 02-2024

GAMBAR 3.3. TAMPILAN TOMBOL REKAM

A. Bupot Bulanan/Final Tidak Final (formulir 1721 A1) atau bukti potong di
masa pajak terakhir. Pada masa pajak
terakhir, ketika penerima penghasilan
telah dibuatkan bukti potong tahunan
A1, maka bukti potong bulanan tidak
diperlukan lagi.

Bupot Bulanan/Final Tidak Final digunakan
untuk merekam bukti potong PPh 21 bula-
nan suatu masa pajak (selain masa pajak
terakhir), atau terkait transaksi pemotongan
PPh Pasal 21 lainnya yang bersifat final
atau tidak final.

Jadi secara  sederhana, dapat

B. Bupot Tahunan A1 disimpulkan bahwa bupot tahunan A1
merupakan bupot bulanan di masa pajak

Bupot Tahunan A1 digunakan untuk terakhir.

merekam bukti potong PPh 21 Tahunan
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A. TAMPILAN ISIAN BUKTI POTONG BULANAN DAN FINAL/TIDAK FINAL

# Perekaman Bukti Potong Pasal 21

BULANAN & FINAL/TIDAK FINAL **1

IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

Tahun Pajak T Paja o Masa Pajak f 1 1 w

Identitas ® newe O NIk NPWP Part'A

MNama

®0e0c0cc0c0c0000000000000000 0

JENIS PEMOTONGAN PPH PASAL 21

ceee
o
o
o
o
Kode Objek Pajak 21-100-01 Pegawai Tetap X o -
i : Part-B
.
o
Fasilitas PPh Pasal 2 :
LR
PENGHITUNGAMN PPH PASAL 21
e
.
o
Sk gan @ { 5 O Gr LIy 8
:
o
o
Jumlah Penghasila .
:
o
o
PTKP Tahunan I v o
o
: Part-C
o
DPp o
o
o
o
Tarif M
o
o
o
PPh Pasal 21 & Hitung M
o
coed

PENANDATANGAN BUKTI PEMOTONGAN

Penandatangan Sebagal Pengurus

Penandatangan Bukti Potong 1 w 9

Part-D

o D Dengan inl saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 telah saya Isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
elektronik.

®0ecc00c0c000000000000000

o Simipan X Batal

GAMBAR 3.4. TAMPILAN ISIAN BUKTI POTONG BULANAN DAN FINAL/TIDAK FINAL
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Di dalam proses perekaman bukti potong bulanan dan final/tidak final dengan skema key-in
diperlukan elemen data sebagai berikut.

PART-A: IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

Pada kolom ini, pilih Tahun Pajak, Masa Pajak, dan Identitas Penerima Penghasilan yang
dipotong.
« Jika identitas yang dipilih adalah NPWP:

Isikan 15 digit NPWP pihak yang dipotong. Untuk nama dan alamat akan terisi secara otomatis
jika NPWP yang diinput datanya terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.

+ Jika identitas yang dipilih adalah NIK:

Isikan 16 digit NIK, Nama Lengkap dan Alamat sesuai dengan e-KTP. Tekan tombol “Cek”
untuk mengetahui validitas data pihak yang dipotong. Sistem akan membaca “Valid” jika data
yang diisi sesuai dengan data yang terdapat pada sistem Dukcapil.

PART-B: JENIS PEMOTONGAN PPH PASAL 21

Pada kolom ini, pilih Kode Objek Pajak dari transaksi yang akan dipotong PPh Pasal 21. Terdapat
16 kode objek pajak, seperti: 21-100-01 untuk Pegawai Tetap, 21-100-02 untuk Penerima Pensiun
Berkala, dan lain sebagainya.

Tekan tombol “Fasilitas PPh Pasal 217, jika penerima penghasilan memiliki fasilitas seperti Pajak
Penghasilan Ditanggung Pemerintah.

PART-C: PENGHITUNGAN PPH PASAL 21

Setiap kolom yang ada dalam penghitungan PPh Pasal 21 berbeda-beda bergantung pada jenis
kode objek pajak yang dipilih. Isikan data sesuai dengan kolom yang tersedia dan tekan tombol
@ Hitung ~ Untuk mengetahui besar PPh Pasal 21 yang harus dipotong.

Sesuai dengan Pengumuman Direktur P2Humas Nomor PENG-06/PJ.09/2024, dalam hal
parameter yang diisikan pada part A adalah NIK , dan NIK tersebut telah diadministrasikan oleh
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan Sistem
Administrasi Direktorat Jenderal Pajak, maka tidak lagi dikenai kenaikan tarif 20% lebih tinggi.

PART-D: PENANDATANGAN BUKTI POTONG

Setelah semua bagian terisi secara lengkap, langkah terakhir adalah memilih Jabatan Penanda-
tangan [1], Nama Penandatangan [2], Centang Pernyataan [3], dan tekan tombol Simpan [4].
Bukti potong yang telah dibuat akan muncul pada menu daftar Bukti Potong Pasal 21 seperti yang
ditunjukkan pada gambar 3.2 halaman 18.
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B. TAMPILAN ISIAN BUKTI POTONG TAHUNAN A1

e-Bupot 21/26 v.1.4

Perekaman Bukti Potong al 21

TAHUNAN A1
IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN Y/
Identitas @ NPWP O MK Status/jumlah Tanggungan Keluarga untuk FT
NFPWF Narna J:

Alamat

l&nis Kelamin @ Laki-

RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

ek Pajak ® 2110000 Q 2110002 Tahun dan Masa f

Kode

Fasilitas PPh Pasal 2 Tanpa Fasl

DATA PENGHASILAN MASA PAJAK TERAKHIR

PENGHASILAN BRUTO

DATA PENGHASILAN SETAHUN

GAJI ATAU UANG PENSIUNAN BERKALA

ba

TUNJANGAN PPh

w

TUNJANGAN LAINNYA, UDANG LEMBUR DAN SEGALANYA

S

HOMORARIUM DAN IMBALAMN LAIN SEJENISNYA

wn

PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBER| KERJA

6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh
PASAL 21

7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKAS], JASA PRODUKSI DAN THR

8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 5.D.7)

9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN

GAMBAR 3.5. TAMPILAN ISIAN BUKTI POTONG TAHUNAN A1 - BAGIAN 1

Xy
i
Xy
Xy
]
Xy
Xy
o
0
o
o
o
o
0
o
Xy
o

o000 c000000000000000000000000

ec0ceccccccccccoe

eccoce

© 0000000000000000000000000000000000000000000000

Part-A

Part-B

Part-C

Part-D
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Part-E

Part-F

Part-G

9. BIAYA [ABATAN/BIAYA PENSIUN

100 IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA

11. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA

12, JUMLAH PENGURANGAN (9 5.0, 11)

13. JUMLAH PENGHASILAN METO (8 -12)
14. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA

15, JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

® setahun O Disetahunt

16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Pilih PTKP Tahunan w

17. PENGHASILAN KEMA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (15 - 16}

18. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMMNYA

20. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK
SEBELUMNYA

21. PPh PASAL 21 TERUTANG (18-19-20)

22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK
TERAKHIR

22A. PPh PASAL 21 DIPOTONG

22B. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

23, PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR

23A. PPh PASAL 21 DIPOTONG

23B. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Penandatangan Sebagai Pengurus » v 0

Penandatangan Bukti Potong Pilih Penandatangan ~

>>>>

9 D Dengan Ini saya menyatakan bahwa Buktl Pemotongan PPh Pasal 21/26 telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara

elektronik.

X Batal

GAMBAR 3.5. TAMPILAN ISIAN BUKTI POTONG TAHUNAN A1 - BAGIAN 2
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Di dalam proses perekaman Bukti Potong Tahunan A1 dengan skema key-in diperlukan elemen
data sebagai berikut.

PART-A: IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
Pada kolom ini, pilih :

1. Identitas Penerima Penghasilan yang dipotong.
« Jika identitas yang dipilih adalah NPWP:

Isikan 15 digit NPWP pihak yang dipotong. Untuk nama dan alamat akan terisi secara
otomatis jika NPWP yang diinput datanya terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.

« Jika identitas yang dipilih adalah NIK:

Isikan 16 digit NIK, Nama Lengkap dan Alamat sesuai dengan e-KTP. Tekan tombol “Cek”
untuk mengetahui validitas data pihak yang dipotong. Sistem akan membaca “Valid” jika
data yang diisi sesuai dengan data yang terdapat pada sistem Dukcapil.

2. Jenis Kelamin Penerima Penghasilan yang dipotong (Laki-laki/Perempuan).

3. Status/Jumlah Tanggungan Keluarga untuk PTKP (TK/0, TK/1, TK/2, TK/3, K/0, K/1, K/2,
K/3, HB/0, HB/1, HB/2, HB/3).

4. Nama Jabatan (misalnya: Direktur).
5. Status Karyawan Asing

6. Kode Negara Domisili (Diisi dalam hal status karyawan yang dipilih adalah asing).

PART-B: RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21

Pada kolom ini, pilih Kode Objek Pajak dari transaksi yang akan dipotong PPh Pasal 21. Terdapat
2 (dua) kode objek pajak, yaitu: 21-100-01 untuk Pegawai Tetap dan 21-100-02 untuk Penerima
Pensiun Berkala. Kemudian pilih Tahun Pajak, dan Masa Pajak awal dan akhirnya.

Tekan tombol “Fasilitas PPh Pasal 217, jika penerima penghasilan memiliki fasilitas seperti Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 21. Isikan nomor SKB tersebut jika ingin meman-
faatkan fasilitas dimaksud.

PART-C: DATA PENGHASILAN MASA PAJAK TERAKHIRNYA

Isikan Penghasilan Bruto untuk masa pajak terakhirnya. Misalnya jika pegawai A bekerja penuh
selama satu tahun dari bulan Januari -- Desember, maka isikan penghasilan bruto untuk masa
pajak Desember saja (sebagai masa pajak terakhirnya).

Penghasilan Masa Pajak terakhir pada bukti potong A1l tidak akan memengaruhi penghitungan
PPh Pasal 21 akhir pada bupot tersebut, namun akan memengaruhi nilai penghasilan bruto pada
induk SPT.

PART-D: DATA PENGHASILAN SETAHUN

Isikan setiap kolom terkait seluruh penghasilan yang diterima selama setahun baik berupa Gaji
atau Uang Pensiun Berkala, Tunjangan PPh, Tunjangan Lainnya, dan lain sebagainya.
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PART-E: PENGURANGAN

Isikan setiap kolom yang menjadi pengurangan penghasilan baik berupa Biaya Jabatan/Biaya
Pensiun, luran Pensiun/Hari Tua dan lain sebagainya.

PART-F: PENGHITUNGAN PPH PASAL 21

Berikutnya isikan setiap kolom yang berwarna putih sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam
hal kolom berwarna abu-abu, maka kolom tersebut akan terisi secara otomatis sesuai dengan
penghitungan sistem.

Angka 14:

Bagian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pegawai pindahan yang
menggabungkan bukti pemotongan atau merupakan pensiunan yang baru menerima uang terkait
pensiun dalam tahun pajak berjalan. Jumlah yang diisikan yaitu sesuai dengan jumlah pada angka
13 dari Formulir 1721-A1 yang dibuat oleh pemberi kerja sebelumnya.

Angka 15:
Pemilihan jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh Pasal 21 (setahun/disetahunkan) di-
dasarkan pada kondisi sebagai berikut:
1. Jika masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, yaitu Januari s.d. Desember,
maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14, jika ada.
2. Jika masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender, maka:
a. Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:
« dipindahkan ke kantor pusat atau ke kantor cabang dari pemberi kerja yang sama;
* berhenti menjadi pegawai, tetapi tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya; atau
« berhenti menjadi pegawai karena pensiun atau pindah ke pemberi kerja lainnya di
Indonesia,
maka oleh Pemotong Pajak yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13
dan angka 14 (jika ada).
b. Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:
* berhenti menjadi pegawai dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
atau
* berhenti menjadi pegawai karena meninggal dunia
maka oleh Pemotong Pajak yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13
dan angka 14 (jika ada) kemudian disetahunkan.
c. Jika pegawai yang bersangkutan merupakan:
* pegawai pindahan dari pemberi kerja lain, kantor pusat, atau kantor cabang dan
menggabungkan bukti pemotongan; atau
* merupakan pegawai baru pensiun,
maka oleh Pemotong Pajak yang baru, bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka
13 dan angka 14.
d. Jika pegawai yang bersangkutan belum pernah bekerja sebelumnya:
» di mana pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan telah berada atau ber-
tempat tinggal di Indonesia, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka
13; atau

25
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» dari luar negeri (expatriate) yang menjadi wajib pajak dalam negeri dalam tahun yang
bersangkutan, maka bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 kemudian diseta-
hunkan.

Selanjutnya tekan tombol © @ Hitng = untuk melakukan penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas
Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan.

Dalam hal telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa-masa sebelumnya, baik yang
Ditanggung Pemerintah (DTP) atau tidak, maka silakan tekan tombol © & ambiipata = untuk menarik
data dimaksud.

Untuk point 19 dan 20 terkait PPh Pasal 21 yang dipotong masa pajak sebelumnya, data yang
diambil merupakan data bupot bulanan dengan Kode Objek Pajak 21-100-01 dan 21-100-02
dengan catatan pemberi kerja dan penerima penghasilan yang sama saat pembuatan bukti potong
tahunan Af.

Untuk point 22A dan 22B terkait PPh Pasal 21/26 yang dipotong dan dilunasi selain masa pajak
terakhir, data yang diambil merupakan data bupot tahunan A1 yang yang telah direkam oleh
pemberi kerja sebelumnya yang berbeda atas penerima penghasilan yang sama.

Meskipun data PPh Pasal 21 sebelumnya disediakan oleh sistem, namun tetap diberikan
keleluasaan bagi Wajib Pajak untuk melakukan edit data tersebut.

PART-G: PENANDATANGAN BUKTI PEMOTONGAN

Setelah semua bagian terisi secara lengkap, langkah terakhir adalah memilih Jabatan Penanda-
tangan [1], Nama Penandatangan [2], Centang Pernyataan [3], dan tekan tombol Simpan [4].

Bukti potong yang telah dibuat akan muncul pada menu daftar Bukti Potong Pasal 21 seperti yang
ditunjukkan pada gambar 3.2 halaman 18.
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Daftar
Bupot
Pasal 26

Submenu Daftar Bupot Pasal 26 digunakan

untuk:

- melihat, mengubah, dan menghapus
Bukti Potong PPh Pasal 26 yang telah
diterbitkan dalam suatu masa pajak.

« merekam bukti potong melalui mekanisme
key-in (menginput satu per satu secara
online); dan

« mengekspor data bukti potong pasal 26
yang telah diterbitkan dalam suatu masa
pajak ke dalam format excel.
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1.

MELIHAT/MENGEDIT/MENGHAPUS BUKTI POTONG

Untuk melihat data bukti potong PPh Pasal 26 yang telah dibuat dan/atau diterbitkan dalam suatu
masa pajak, pilih “Pencarian Berdasarkan” [a] ((1) Nomor Bukti Pemotongan; (2) Identitas Dipo-
tong; atau (3) Periode)) ---> isikan/pilih Kata Kunci [b]---> lalu tekan tombol Cari [c].

Sistem akan menampilkan data sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Untuk dapat mengun-
duhnya ke dalam format excel, tekan tombol Unduh [d].

bupot | 21726
Dashboard Bukti Potong SPT Masa p

Daftar Bupot Pasal 21 Daftar Bupot Pasal 26 Impor Bupot Download Bupot

= Daftar Bukti Potong PPh Pasal 26

Pencarian Berdasarkan e Kata Kuncl o

Perinde B 01-2024 v

ODE JUMLAH JUMLAH
NOMOR BUKTI IDENTITAS MNAMA
K
EJE PEMGTOME RN EiPoToNE Sl BRUTO DIPOTONG PEREKAM STATUS AKSI
AJAK (RP) (RP)

Gt 1301240000003 AT00199 RICHARD 600.000 120.000 @@ o
99 Normal
\pai 1 dari 1 entri

GAMBAR 3.6. TAMPILAN DAFTAR BUKTI POTONG PASAL 26

Tombol aksi “Lihat” digunakan untuk mencetak bukti potong PPh Pasal 26
yang telah dibuat/diterbitkan. Aksi “Ubah” digunakan untuk mengubah bukii
potong PPh Pasal 26 yang telah dibuat/diterbitkan. Sementara tombol aksi
“Hapus” digunakan untuk menghapus bukti potong yang sudah dibuat.
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MEREKAM BUKTI POTONG MELALUI MEKANISME KEY-IN

# Perekaman Bukti Potong Pasal 26

(2 I

IN / Paspor/ MNama

UTAP

Alamat Negara r [ w

JENIS PEMOTONGAN PPH PASAL 26

Kode C

Fasilitas PPh Pasal 26

PENGHITUNGAN PPH PASAL 26

Jumlah Pen silan Bruto

Tarlf 20

PPh Pasal 26

PENANDATANGAN BEUKTI PEMOTONGAN

Penandatangan Sebaga Pengurus <

ndatangan Bukt ¢ w o

6 (] Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikas| telah saya isi dengan benar
dan telah saya tandatangani secara elektronik,

oD -

GAMBAR 3.7 DETIL ISIAN PEREKAMAN BUKTI POTONG PASAL 26 - KEY IN

i Pajak I v

eccccoce

eccccoe

eccccoe

eccccoe

eccccoe

eccccoe

eccccoe

eccccoe

>>>>

Part-A

Part-B

Part-C

Part-D
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Perekaman bukti potong PPh Pasal 26 dengan skema key-in, mengharuskan pengguna untuk
merekam satu per satu bukti potong yang akan dibuat. Melalui metode ini, pengguna dapat melihat
lebih detail dan teliti atas setiap bukti potong yang dibuat, sebelum disimpan dan diterbitkan.

Untuk proses Perekaman bukti potong dengan skema key-in , mulai dengan memilih Tahun Pajak
[1] dan Masa Pajak [2], kemudian lanjutkan dengan pengisian:

PART-A: IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

Pada kolom ini, isikan Tax Identity Number (TIN)/Paspor/KITAS/KITAP, Nama, Alamat, dan
Negara dari orang pribadi luar negeri yang dipotong.

PART-B: JENIS PEMOTONGAN PPH PASAL 26

Pada kolom ini, pilih Kode Objek Pajak dari transaksi yang akan dipotong PPh Pasal 26 yaitu 27-
100-99 Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala Sebagai Wajib Pajak
Luar Negeri.

Tekan tombol “Fasilitas PPh Pasal 26", jika penerima penghasilan ingin menerapkan ketentuan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Isikan nomor Surat Keterangan Domisili (SKD)
dan/atau tanda terima Surat Keterangan Domisili sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN).

PART-C: PENGHITUNGAN PPH PASAL 26

Isikan jumlah Penghasilan Bruto, Tarif (Kolom tarif diisikan secara manual jika memiliki SKD
WPLN), dan tekan tombol “Hitung” untuk mengetahui besar PPh Pasal 26 yang harus dipotong.

PART-D: PENANDATANGAN BUKTI POTONG

Setelah semua bagian terisi secara lengkap, langkah terakhir adalah memilih Jabatan Penanda-
tangan [1], Nama Penandatangan [2], Centang Pernyataan [3], dan tekan tombol Simpan [4].
Bukti potong yang telah dibuat akan muncul pada menu daftar Bukti Potong Pasal 26 seperti yang
ditunjukkan pada gambar 3.6 halaman 28.
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Impor
Data
Bupot

Submenu Impor Data Bupot digunakan
untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 dalam jumlah banyak.

Melalui menu impor ini, pengguna tidak perlu
merekam bukti potong secara manual satu
demi satu. Namun sebelum melakukan impor
data, pengguna harus mengunduh terlebih
dahulu template impor excel yang failnya
sudah disediakan oleh Direktorat jenderal
Pajak.

>>>>
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bupot |21z

Daftar Bupot Pasal 21 Daftar Bupot Pasal 26 Impor Bupot Download Bupot

2. Impor Data Bukti Pemotongan/Pemungutan

NPWP 01.234.567.8-910.000

0 |enis Bukti Potong E o

Fila (* xlsx) Pilin File Buktl Pemotangan

Pastikan tidak mefakukan impor exce

1a apabila terdapat excel y

GAMBAR 3.8 TAMPILAN SUBMENU IMPOR DATA BUKTI POTONG

Untuk mengunduh template impor excel ini, silakan
masuk ke menu Impor Data Bupot [C], kemudian pilih

Petunjuk Pengisian [1] dan tekan tombol di sini [2] T —

seperti gambar 3.9 di samping. fitur key in.
Untuk format excel yang
Terdapat dua template format impor excel yaitu: diiploan Ands aupse
. . . mengunduhnya

e Template Bulanan dan Final/Tidak Final; P R AL L .

* 1. Bulanan dan Final/Tidak -
e Template Tahunan. s S :

: Final disini . e
Silakan pilih yang sesuai dan untuk memahami lebih : 2. Tahunan disini :

dalam terkait sheet yang ada dalam fail template im- s .

por excel, mari kita simak penjabaran berikut. AUk PENGISIAN
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1.

PENJABARAN TEMPLATE IMPOR EXCEL
BULANAN DAN FINAL/TIDAK FINAL

Pada format template impor excel bulanan dan final/
tidak final terdiri dari 6 (enam) sheet, yaitu:

e Sheet Rekap;

e Sheet 21;

e Sheet 26;

» Ref Daftar Objek Pajak;

» Ref Daftar Kode Negara;

* Ref Daftar PTKP. Klik/Scan untuk Unduh Template

Silakan isi 3 (tiga) sheet utama yaitu sheet Rekap,
sheet 21, dan sheet 26 dengan data yang ada, lalu
simpan fail tersebut dengan penamaan: 15 digit Nomor
NPWP.xIsx.

Contohnya untuk NPWP: 01.234.567.8-910.000,
maka fail excel tersebut disimpan dengan nama
012345678910000.xIsx

Sebagai upaya penyeragaman pembuatan bukti potong melalui skema impor data, maka
semua Kode Objek Pajak (KOP) PPh Pasal 21 termasuk bupot bulanan dan bupot final/tidak
final, memiliki konsekuensi semua kolom harus diisi meskipun kolom tersebut tidak
pertimbangkan untuk penghitungan PPh 21 beberapa KOP tertentu.

Misalnya pada perekaman KOP 21-100-01, beberapa kolom yang tidak diperlukan seperti
kolom “status pegawai harian?” maka harus diisi tidak (karena status pegawai harian
hanya digunakan untuk KOP 21-100-03), serta kolom akumulasi bruto harus diisi 0. Hal ini
juga berlaku untuk KOP lainnya juga.

33
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Sheet Rekap

Sheet ini berisikan rekapan jum-
lah Bukti Potong PPh Pasal 21
dan Pasal 26 yang akan diim-
por dengan menggunakan excel.
Pengisian jumlah ini didasarkan
pada data yang ada di sheet 21
dan sheet 26.

Sebagai catatan, harap mengedit
secara manual angka yang ter-
cantum dalam jumlah tersebut,
karena sheet ini tidak terkoneksi
dengan sheet lainnya.

Sheet ini berisikan rincian data
Bukti Potong PPh Pasal 21 yang
akan dibuat melalui mekanisme
impor excel.

Pada sheet ini terdapat 19 (sem-
bilan belas) kolom yang mas-
ing-masing memiliki format cell
yang berbeda-beda.

Untuk lebih jelasnya mari kita lihat
tabel 3.1 halaman berikut.

e-Bupot 21/26 v.1.4

@0 ® Autcsave (O (R 3 - B FORMAT_UPLOAD_EBU.. ~ O, &7
Home Insert Draw Page Layout Z Tell me
G4 = feoo

Jumilah Bukti Potang PPh Pasal 21
Jumilah Bukti Potong PPh Pasal 26

L Rekap 21 26

Ref Daftar Objek Pajak I8

+ 100%

Ele o -—

GAMBAR 3.10 SHEET REKAP

Ready ?;; Accessibility: Investigate

Q0O rutosave (D (W B B -+« B FORMAT_UPLOAD_EBU.. ~ O 2
Home Insert Draw  Page Layout Q Tellme [ Comments
Q5 = fr
| A B c D E F
No ' TglPemotongan = Penerima NPWP (tanpa ' NIKtanp ftanda®  NamaP ]
(dd /MM Syyyy) Penghasilan? format/tanda baca) baca) Penghasilan Sesual NIK
z (NPWP/NIK)
3 | 1 03/01/2024 NPWP Elllllllillllll
4
5
6 |
£
8 1
3 |
10 |
11 |
12 |
13| .
<« » Rekap 21 26 Ref Daftar Objek Pajak ||  Rer DaftaRIE

Ready ‘ffq Accessibility: Investigate

Elm o -— —+ o

GAMBAR 3.11 SHEET 21
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Kolom

No

Tanggal
Pemotongan

(dd/mm/yyyy)

Penerima
Penghasilan?
(NPWP/NIK)

NPWP
(Tanpa format/
Tanda Baca)

NIK
(Tanpa format/
Tanda Baca)

Nama Penerima

Penghasilan
Sesuai NIK

Alamat Penerima
Penghasilan Sesuai

NIK

Kode Objek Pajak

Keterangan

Nomor baris data yang dibuat, contoh : 1

Tanggal dibuatnya Bukti Potong PPh Pasal 21 dengan
format dd/mm/yyyy. Contoh : 26/01/2024 (untuk tanggal
26 Januari 2024)

Kolom pertanyaan apakah penerima penghasilan yang

akan dilakukan dalam pemotongan memiliki NPWP atau

tidak.

Isikan : NPWP (jika memiliki NPWP), atau

Isikan : NIK (jika penerima penghasilan tidak memiliki
NPWP)

Diisi dengan 15 digit nomor NPWP (tanpa format dan
tanpa tanda baca). Jika tidak memiliki NPWP, maka
kolom ini cukup dikosongkan.

Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8-
062.000)

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang
tertera pada Kartu Tanda Penduduk (diisi tanpa format
dan tanda baca). Kolom NIK ini wajib diisi jika peneri-
ma penghasilan yang dipotong tidak memiliki NPWP.
Contoh : 2207022607890008

Kolom ini wajib diisi apabila penerima penghasilan
yang dipotong tidak memiliki NPWP. Silakan isi den-
gan nama lengkap sesuai data kependudukannya.
Contoh : ANGGA SUKMA DHANISWARA

Diisi dengan alamat lengkap penerima penghasilan se-
suai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk. Kolom
alamat ini wajib diisi jika penerima penghasilan yang
dipotong menggunakan NIK.

Contoh : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.42 RT.001
RW.002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Diisi dengan kode objek pajak kriteria penerima peng-
hasilan. Referensi kode objek pajak dapat dilihat pada
sheet “Ref Daftar Objek Pajak.”

Contoh : 21-100-01 untuk Pegawai Tetap

>>>>

Format Cell

General

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text
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Kolom

Penandatangan
Menggunakan?
(NIK/NPWP)

NPWP
Penandatangan
(Tanpa format/
Tanda Baca)

NIK Penandatangan
(Tanpa format/
Tanda Baca)

Kode PTKP

Pegawai Harian?
(Ya/Tidak)

Menggunakan
Gross Up?
(Ya/Tidak)

Penghasilan Bruto

e-Bupot 21/26 v.1.4

Keterangan Format Cell

Kolom pertanyaan apakah Penandatangan Bukti Text
Potong menggunakan NPWP atau tidak.

Isikan : NPWP (jika menggunakan NPWP), atau

Isikan : NIK (jika penerima penghasilan tidak

menggunakan NPWP)

Diisi dengan 15 digit nomor NPWP Penandatangan Text
(tanpa format dan tanpa tanda baca). Jika tidak memi-

liki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan.

Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP:01.234.567.8-

062.000)

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Penan- Text
datangan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Pen-

duduk (diisi tanpa format dan tanda baca). Kolom NIK

ini wajib diisi jika penandatangan bukti potong ti-

dak memiliki NPWP.

Contoh : 2207022607890008

Kolom ini merupakan informasi status Penghasilan Text
Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penerima penghasilan.
Referensi dapat dilihat pada sheet “Ref Daftar PTKP”.
Contoh : TK/0 untuk Tidak Kawin Tanpa Tanggungan.
K/1 untuk Kawin dengan 1 Tanggungan.
dan seterusnya

Kolom pertanyaan apakah penerima penghasilan yang Text
dipotong pajaknya merupakan pegawai harian atau bu-

kan.

Isikan : Ya (jika merupakan Pegawai Harian), atau

Isikan : Tidak (jika bukan merupakan Pegawai Harian)

Kolom pertanyaan apakah metode penghitungan pem- Text
otongan penghasilan yang dilakukan menggunakan

gross up atau tidak.

Isikan : Ya (jika menggunakan metode gross up), atau

Isikan : Tidak (jika tidak menggunakan metode gross

up)

Isikan besaran penghasilan bruto yang menjadi dasar General
pemotongan pajak. Diisi tanpa tanda baca dan tanpa
kode mata uang. Contoh: 250000000
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Kolom

Terdapat Akumulasi
Penghasilan Bruto
Sebelumnya? (Ya/
Tidak)

Akumulasi
Penghasilan Bruto
Sebelumnya

Mendapatkan
Fasilitas?
(N/SKB/DTP)

Nomor SKB/DTP

Keterangan

Kolom ini diisi apabila terkait Kode Objek Pajak 21-401-
01 (Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus) atau
21-401-02 (Penerima Uang Manfaat Pensiun, Tunjan-
gan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan
Sekaligus).

Isikan : Ya (jika terdapat akumulasi penghasilan bruto
sebelumnya untuk KOP 21-401-01 dan 21-401-
02).

Isikan : Tidak (jika tidak terdapat akumulasi penghas
ilan bruto sebelumnya untuk KOP 21-401-01
dan 21-401-02)

Kolom ini dapat dikosongkan jika Kode Objek
Pajaknya selain 21-401-01 dan 21-401-02.

Kolom ini diisi apabila terkait Kode Objek Pajak 21-401-
01 (Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus) atau
21-401-02 (Penerima Uang Manfaat Pensiun, Tunjan-
gan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan
Sekaligus).

Kolom pertanyaan penerima penghasilan yang dipo-

tong memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Bebas

(SKB), atau fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP),

atau fasilitas lainnya.

Isi dengan :

N = Jika tidak memiliki fasilitas

SKB = Jika memiliki fasilitas Surat Keterangan Bebas

DTP = Jika memiliki fasilitas Pajak Ditanggung
Pemerintah.

Dalam hal penerima penghasilan memiliki fasilitas
SKB/DTP

TABEL 3.1 DETIL FORMAT ISIAN SHEET 21

>>>>

Format Cell

Text

General

Text

Text
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Sheet ini berisikan rincian data
Bukti Potong PPh Pasal 26 yang
akan dibuat melalui mekanisme

impor excel.

Pada sheet ini terdapat 14 (empat
belas) kolom yang masing-mas-
ing memiliki format cell yang ber-
beda-beda. Untuk lebih jelasnya
mari kita lihat tabel 3.2 berikut.
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g Tellme

F

No Tgl Pemotongan )

(/MM /yyyy)

Penerima

Penghasilan?
(NPWP/NIK)

i NPWP (tanpa
format,/tanda baca)

7 NIK (tanpa format/tanda

baca)

NamaPenerima

Penghasilan Sesual NIK

3 1 03/01/2024

»
Ready

Rekap

T Accessibility: Investigate

NPWP

2

1111111111111

26 Ref Daftar Objek Pajak ||  Ref Datd +
H N -

= 4+ 100%

GAMBAR 3.12 SHEET 26

Kolom

No

Tanggal
Pemotongan

(dd/mm/yyyy)

TIN (dengan format/
tanda baca)

Nama Penerima
Penghasilan

Alamat Penerima
Penghasilan

Nomor Passpor
Penerima
Penghasilan

Keterangan

Nomor baris data yang dibuat, contoh : 1

Tanggal dibuatnya Bukti Potong PPh Pasal 26 dengan
format dd/mm/yyyy. Contoh : 26/01/2024 (untuk tang-
gal 26 Januari 2024)

Diisi dengan Tax Identification Number (TIN) dari wajib
pajak luar negeri yang menerima penghasilan. Kolom
ini diisi dengan menggunakan format dan tanda
baca.

Contoh: IE6340278W

Diisi dengan nama wajib pajak luar negeri yang me-
nerima penghasilan. Contoh: Cristiano Ronaldo dos
Santos Aveiro.

Diisi dengan alamat wajib pajak luar negeri yang me-
nerima penghasilan.

Contoh: Quinta da Beloura Sintra, Lisbon District, Por-
tugal

Diisi dengan nomor passpor penerima penghasilan.

Format Cell

General

Text

Text

Text

Text

General
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Kolom

Kode Negara

Penandatangan
Menggunakan?
(NIK/NPWP)

NPWP Pendan-
datangan (Tanpa
format/

Tanda Baca)

NIK Penandatangan
(Tanpa format/
Tanda Baca)

Penghasilan Bruto

Mendapatkan
Fasilitas?
(N/SKD)

Nomor Tanda
Terima SKD

Keterangan

Diisi dengan kode negara dari penerima penghasilan.
Referensi kode negara dapat dilihat pada sheet “Ref
Daftar Kode Negara.”

Contoh : PRT untuk Portugal

Kolom pertanyaan apakah penandatangan bukti po-
tong menggunakan NPWP atau tidak.

Isikan : NPWP (jika menggunakan NPWP), atau

Isikan : NIK (jika penerima penghasilan tidak menggu-
nakan NPWP)

Diisi dengan 15 digit nomor NPWP Penandatangan
(tanpa format dan tanpa tanda baca). Jika tidak memi-
liki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan.
Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8-
062.000)

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Penan-
datangan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Pen-
duduk (diisi tanpa format dan tanda baca). Kolom NIK
ini wajib diisi jika penandatangan bukti potong ti-
dak memiliki NPWP.

Contoh : 2207022607890008

Isikan besaran penghasilan bruto yang menjadi dasar
pemotongan pajak. Diisi tanpa tanda baca dan tanpa
kode mata uang. Contoh: 250000000

Kolom pertanyaan penerima penghasilan yang dipo-

tong memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Domis-

ili Wajib Pajak Luar Negeri.

Isi dengan :

N = Jika tidak memiliki fasilitas

SKD = Jika memiliki fasilitas Surat Keterangan
Domisili sebagai wajib pajak luar negeri

Diisi dengan nomor tanda terima Surat Keterangan
Domisili sebagai wajib pajak luar negeri

>>>>

Format Cell

Text

Text

Text

Text

General

Text

General
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Kolom Keterangan Format Cell
Tarif SKD Diisi dengan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Ber- General

ganda (P3B) yang disepakati antara Republik Indo-
nesia dengan negara atau yuridiksi mitra. Kolom ini
diisi apabila penerima penghasilan memanfaatkan
fasilitas SKD. Jika tidak diisi, maka akan menggu-
nakan tarif default sesuai dengan kode objek pajaknya.

TABEL 3.2 DETIL FORMAT ISIAN SHEET 26

Sheet referensi ada 3 (tiga) yaitu:

1. Sheet Ref Daftar Objek Pajak

2. Sheet Ref Daftar Kode Negara; dan
3. Sheet Ref Daftar PTKP.

Ketiga sheet ini tidak perlu diubah atau
dihapus. Biarkan default apa adanya.

Pastikan dalam pengisian data bukti
potong yang ada di sheet 21 dan sheet

26 mengacu pada kode yang ada di sheet
referensi. Ketidaksesuaian format referensi
mengakibatkan kegagalan dari impor data.
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>>>>

PENJABARAN TEMPLATE IMPOR EXCEL TAHUNAN

Pada format template impor excel Tahunan terdiri dari

5 (lima) sheet, yaitu:
e Sheet Rekap;
e Sheet At;

» Ref Daftar Objek Pajak;
» Ref Daftar Kode Negara;

* Ref Daftar PTKP.

Klik/Scan untuk Unduh Template

Silakan isi 2 (dua) sheet utama yaitu sheet Rekap dan sheet A1 dengan data yang ada, lalu

simpan fail tersebut dengan penamaan: 15 digit Nomor NPWP.xIsx. Contohnya untuk NPWP:
01.234.567.8-910.000, maka fail excel tersebut disimpan dengan nama 012345678910000.xIsx

Berikut adalah penjelasan singkatnya.

Sheet ini berisikan rekapan jum-
lah Bukti Potong Tahunan yang
akan diimpor dengan menggu-
nakan excel. Pengisian jumlah ini
didasarkan pada data yang ada di

sheet Al.

Sebagai catatan, harap mengedit
secara manual angka yang ter-
cantum dalam jumlah tersebut,
karena sheet ini tidak terkoneksi

dengan sheet lainnya.

809 mosas B (0 B B () ++ @ FORMAT_UPLOAD_EBUPOTZI_A1~ QO g
Home  Insert Draw Page Layout Q Tell me (:Jcarnments
._D - A e — % ., [ES] eonditional Formatting E . (_J v | B An
=T [ Format as Table ~ e i >
Clipboard Font Alignmant Number — Calls Editing
[ coll Styles ~
A5 5 fe

Tahun Pajak

Jumlah Bukti Potong A1

» Rekap Al el Daftar Objek Pajak Aef Daftar Kode Negara l 4

Ready 15 Accessibility: Good to oo Gl ] ] - e— e 100%

GAMBAR 3.13 SHEET REKAP
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e rcsae (D N B B () - ©: FORMAT_UPLOAD_EBUPOT21_A1~ O &7
Home Insert Draw  Page Layout & Tell me [ Comments
a i o | = 0/ . [E conditional Formating ~ 7] g ] ani
D A —= /O [ Format as Table + i 7~
.. . . . Clipboard Font Alignment MNumber UZ:‘ Cuil Styies v Calls Editing
Sheet ini berisikan rincian data i
Al . fx
Bukti Potong Tahunan yang akan " . : ..
fa ™ TglPemotongan *  Penarima NEWP (tanpa " NIK {tanpa format ftanda * NamaPanerima  ©  Alamat Pan
. . . . il format/tanda baca) bacal enghasilan Sesusi n
dibuat melalui mekanisme impor R ' oo (e

excel.

Pada sheet ini terdapat 39 (tiga
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3 1 31122024 NPWP M11113n11111111

puluh sembilan) kolom yang mas- A A Ret Datar Kode Negara | SRS
Ready 77 Accessibility: Good to go il @ [ - - . = 4 100%
ing-masing memiliki format cell -
yang berbeda-beda. Untuk lebih GAMBAR 3.14 SHEET At
jelasnya mari kita lihat tabel 3.3
berikut.
Kolom Keterangan Format Cell
No Nomor baris data yang dibuat, contoh : 1 General
Tanggal Tanggal dibuatnya Bukti Potong 1721 A1 dengan format Text
Pemotongan dd/mm/yyyy. Contoh : 26/01/2024 (untuk tanggal 26 Jan-
(dd/mm/yyyy) uari 2024)
Penerima Kolom pertanyaan apakah penerima penghasilan yang Text
Penghasilan? akan dilakukan dalam pemotongan memiliki NPWP atau
(NPWP/NIK) tidak.
Isikan : NPWP (jika memiliki NPWP), atau
Isikan : NIK (jika penerima penghasilan tidak memiliki
NPWP)
NPWP Diisi dengan 15 digit nomor NPWP (tanpa format dan Text
(Tanpa format/ tanpa tanda baca). Jika tidak memiliki NPWP, maka
Tanda Baca) kolom ini cukup dikosongkan.
Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8-
062.000)
NIK Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang Text

(Tanpa format/
Tanda Baca)

tertera pada Kartu Tanda Penduduk (diisi tanpa format
dan tanda baca). Kolom NIK ini wajib diisi jika peneri-
ma penghasilan yang dipotong tidak memiliki NPWP.
Contoh : 2207022607890008
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Kolom

Nama Penerima
Penghasilan
Sesuai NIK

Alamat Penerima
Penghasilan Sesuai
NIK

Jenis Kelamin (L/P)

Status Kawin
Penerima
Penghasilan (TK/K/
HB)

Jumlah
Tanggungan

Nama Jabatan
Penerima
Penghasilan

Karyawan Asing
(Ya/Tidak)?

Kode Negara

Keterangan

Kolom ini wajib diisi apabila penerima penghasilan
yang dipotong tidak memiliki NPWP. Silakan isi den-
gan nama lengkap sesuai data kependudukannya.
Contoh : ANGGA SUKMA DHANISWARA

Diisi dengan alamat lengkap penerima penghasilan se-
suai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk. Kolom
alamat ini wajib diisi jika penerima penghasilan
yang dipotong menggunakan NIK.

Contoh : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.42 RT.001
RW.002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Diisi dengan Jenis Kelamin Penerima Penghasilan.
Isikan dengan: L untuk laki-laki, dan P untuk Perem-
puan.

Isikan status perkawinan dari Penerima Penghasilan.
TK : untuk Tidak Kawin

K :untuk Kawin

HB : untuk Hidup Berpisah.

Diisi dengan jumlah tanggungan yang masuk ke dalam
PTKP. Isikan dengan angka 0 (jika tidak memiliki tang-
gungan), 1 (untuk 1 tanggungan), dan seterusnya.

Diisi dengan jabatan penerima penghasilan.
Contoh : Staff

Diisi sesuai dengan status dari karyawan penerima

penghasilan:

Ya : jika penerima penghasilan merupakan
karyawan asing.

Tidak :jika penerima penghasilan merupakan bukan

karyawan asing

Wajib diisi saat penerima penghasilan merupakan
karyawan asing. Referensi Kode Negara dapat dilihat
pada Sheet “Ref Daftar Kode Negara”.

>>>>

Format Cell

Text

Text

Text

Text

General

Text

Text

Text
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Kolom

Kode Objek Pajak

Masa Penghasilan
Awal

Masa Penghasilan
Akhir

Penandatangan
Menggunakan?
(NIK/NPWP)

NPWP Penanda-
tangan (Tanpa
format/

Tanda Baca)

NIK Penandatangan
(Tanpa format/
Tanda Baca)

Penghasilan Bruto
Masa Pajak Terakhir

Gaji/Pensiun

e-Bupot 21/26 v.1.4

Keterangan Format Cell

Diisi dengan kode objek pajak kriteria penerima peng- Text
hasilan. Referensi kode objek pajak dapat dilihat pada

sheet “Ref Daftar Objek Pajak.”

Contoh : 21-100-01 untuk Pegawai Tetap

Diisi dengan bulan awal penerimaan penghasilan. General
Contoh: 1 untuk bulan Januari, 2 untuk Februari, dan
seterusnya.

Diisi dengan bulan akhir penerimaan penghasilan. General
Contoh: 12 untuk bulan Desember dan seterusnya.

Kolom pertanyaan apakah Penandatangan Bukii Text
Potong menggunakan NPWP atau tidak.
Isikan : NPWP (jika menggunakan NPWP), atau
Isikan : NIK (jika penerima penghasilan tidak
menggunakan NPWP)

Diisi dengan 15 digit nomor NPWP Penandatangan Text
(tanpa format dan tanpa tanda baca). Jika tidak memi-

liki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan.

Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8-

062.000)

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Penan- Text
datangan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Pen-

duduk (diisi tanpa format dan tanda baca). Kolom NIK

ini wajib diisi jika penandatangan bukti potong ti-

dak memiliki NPWP.

Contoh : 2207022607890008

Diisi dengan nominal penghasilan bruto yang dibayar- General
kan di masa pajak terakhir (tanpa tanda baca).

Misal pegawai bekerja penuh selama satu tahun (Janu-

ari s.d Desember), maka kolom ini diisi untuk penghasi-

lan yang dibayarkan di masa pajak Desember saja.

Diisi dengan nominal total gaji atau Uang Pensiun Ber- General
kala yang dibayarkan selama satu tahun (ditulis tanpa
tanda baca).



e-Bupot 21/26 v.1.4

Kolom

Tunjangan PPh

Tunjangan Lainnya,
Uang Lembur, dsb

Honorarium dan
Imbalan Lainnya

Premi Asuransi
dibayar Pemberi
Kerja

Penerimaan Natura
dan Kenikmatan
Lainnya

Tantiem, Bonus,
Gratifikasi, Jasa
Produksi, THR

Biaya Jabatan

luran Pensiunan
THT JHT

Zakat/Sumbangan
Keagamaan yang
dibayar Pemberi
Kerja

Penghasilan
Neto Masa Pajak
Sebelumnya

Perhitungan Jumlah
Penghasilan

Neto? (Setahun/
Disetahunkan)

Keterangan

Diisi dengan total nominal Tunjangan PPh yang diba-
yarkan selama satu tahun (ditulis tanpa tanda baca).

Diisi dengan total nominal Tunjangan lainnya, uang
lembur, dan sebagainya yang dibayarkan selama satu
tahun (ditulis tanpa tanda baca).

Diisi dengan total honorarium dan imbalan lainnya
yang dibayarkan selama satu tahun (ditulis tanpa tan-
da baca).

Diisi dengan total premi asuransi yang dibayarkan oleh
pemberi kerja selama satu tahun (ditulis tanpa tanda
baca).

Diisi dengan total natura dan kenikmatan lainnya yang
diberikan perusahaan selama satu tahun (ditulis tanpa
tanda baca).

Diisi dengan total nominal tantiem, bonus, gratifikasi,
jasa produksi, dan THR yang diberikan pemberi kerja
selama satu tahun (ditulis tanpa tanda baca).

Diisi dengan total nominal biaya jabatan yang diberikan
untuk suatu tahun pajak (ditulis tanpa tanda baca).

Diisi dengan total iuran pensiun, Tunjangan Hari Tua,
dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan selama satu
tahun pajak (ditulis tanpa tanda baca).

Diisi dengan total Zakat/Sumbangan Keagamaan yang
sifatnya wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja
(ditulis tanpa tanda baca).

Diisi dengan total penghasilan neto yang dibayarkan di
masa-masa pajak sebelumnya

Diisi dengan “Setahun” atau “Disetahunkan” sesuai
dengan karakteristik penerima penghasilan.

>>>>

Format Cell

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General
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Kolom
Kode PTKP

PPh Pasal 21 yang
telah dipotong
masa pajak
sebelumnya

PPh Pasal 21 DTP
yang telah dipotong
masa pajak
sebelumnya

PPh Pasal 21 yang
telah dipotong dan
dilunasi pada selain
masa pajak terakhir

PPh Pasal 21 DTP
yang telah dipotong
dan dilunasi pada
selain masa pajak
terakhir

Mendapatkan
Fasilitas ? (N/DTP)

Nomor DTP

Keterangan

Kolom ini merupakan informasi status Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penerima penghasilan.
Referensi dapat dilihat pada sheet “Ref Daftar PTKP”.
Contoh : TK/0 untuk Tidak Kawin Tanpa Tanggungan

Diisi dengan total nominal PPh Pasal 21 yang telah di-
potong di masa pajak sebelumnya.

Diisi dengan total nominal PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP) yang telah dipotong di masa pajak
sebelumnya.

Diisi dengan total PPh Pasal 21 yang telah dipotong
dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir.

Diisi dengan total PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerin-
tah (DTP) yang telah dipotong dan dilunasi pada selain
masa pajak terakhir.

Kolom pertanyaan penerima penghasilan yang dipo-
tong memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Bebas
(SKB), atau fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP),
atau fasilitas lainnya.

Isi dengan :

N = Jika tidak memiliki fasilitas

SKB = Jika memiliki fasilitas Surat Keterangan Bebas
DTP = Jika memiliki fasilitas Pajak Ditanggung Pe-
merintah.

Dalam hal penerima penghasilan memiliki fasilitas
SKB/DTP

TABEL 3.3 DETIL FORMAT ISIAN SHEET A1

e-Bupot 21/26 v.1.4

Format Cell

Text
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General

General

General

Text

Text
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CARA IMPOR BUKTI POTONG

Sebelum melakukan impor data, pastikan fail impor ex- Bagian ini digunakan untuk
memilih file dengan format .xIsx

cel telah terisi dengan lengkap dengan ukuran maksi- |

mal sebesar 2 Mb dan maksimal sebanyak 10 ribu rows. :
e Aturan penamaan file adalah

diawali dengan <15 digit

. . . . NPWP>.xI
Aturan penamaan file adalah diawali dengan 15 digit S

= Contoh: untuk WP dengan
NPWP.xlIsx. NPWP 123456789012345,

nama file dapat berupa:
» 123456789012345.xlsx
sian di samping. Untuk menuju ke menu impor data, si- o 123456789012345_1.xlsx
o 123456789012345
20171011 1.xlsx

Contohnya seperti yang muncul dalam petunjuk pengi-

lakan masuk ke menu Bukti Potong [1] --> Impor Data

Bupot [C] , seperti ditunjukkan pada gambar 3.16 di

bawabh ini. GAMBAR 3.15 PETUNJUK PENGISIAN

bupot |2z
e P

Daftar Bupot Pasal 21 Daftar Bupot Pasal 26 Impor Bupot Download Bupot

2. Impor Data Bukti Pemotongan/Pemungutan

NPWP 01.234.567.8-910.000

.
®e0000000c000000000000000 00

File (* ®lsx) Pilih File Buktl Pemotongan 9

yang sama apabila terdapat excel yang belum selesai

cam--

GAMBAR 3.16 SUBMENU IMPOR DATA BUPOT
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Pilih: Lalu unggah fail excel yang telah diisi se-
« Jenis Bukti Potong (Bulanan dan Fi- belumnya dengan cara menekan tombol
nal/Tidak Final atau Tahunan) [2] Pilih File Bukti Pemotongan [5]. Pastikan
« Tahun Pajak [3] ukurannya tidak melebihil 2 Mb. Kemudian
- Masa Pajak [4] tekan tombol Unggah [6].
Khusus untuk impor bupot tahunan Pada halaman impor data bupot bagian
Al, masa pajak yang dimaksud ada- bawah, terdapat daftar monitoring proses
lah masa pajak terakhir penerima impor data yang telah diproses oleh sistem.
penghasilan dibuatkan bukti potong Di dalam daftar tersebut terdapat kolom
tahunan Af. aksi [7] untuk melihat detail keterangan

hasil validasi data impor bupot.

= Daftar Dokumen -

Tampilkan 5 & entri

NOMOR TANGGAL JUMLAH

MNAMA FILE STATUS KETERANGAN UPLOAD AKSI

TIKET } UPLOAD BARIS

28351 012345678910000.x1s “:‘;‘2??:1 40 Sukses Validasi SUCCESS003 Da;::::it: ;::2::3: : g 0 b.

ms oo VU g IO g s poonseng ot ()

SA509 012345678910000.x1s 0?’30:;23:1 a3 siksasvalidas SUCCESS003 Da;:ri:::lt;::::f:'zungutUniﬁkasi °

g owssemonds SN gy U oo Terdpar gtk poongyrg ol (@8
Bupot

s ovssmmooms S g RO Tesss gt ot poongarg ot (@)

Menampilkan 1 sampai 5 dari 33 entri 1 2 3 7 Selanjutnya

GAMBAR 3.17 RINCIAN DAFTAR DOKUMEN IMPOR BUPOT

Dalam hal terdapat notifikasi “Gagal Validasi”, silakan tekan tombol Aksi Lihat [7] untuk
mengetahui penyebab kegagalan tersebut.

Maka akan muncul kolom detil validasi seperti gambar 3.18 halaman berikut. Silakan lakukan
pencarian keterangan berdasarkan Baris Error [8] lalu tekan tombol Cari [9]. Pada menu ini
juga terdapat tombol Unduh Hasil Validasi [10] untuk mengekspor data error tersebut ke dalam
format excel.
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Detil Validasi

i Ervar 0 m e @ Uiduty Hasil Validasi

STATUS
KETERANGAN VALIDASI
VALIDASI

ERREX0G
ERRVO

M
emukan. ERREXD033 Error
angan BP? harus dilsl

Error

rouble’ is not valid. ERRVDOSE
/Penerima Penghasilan/Pemindabbukuany.

1 from type 'DENull' to typ
Cell LB Diproses Oleh? harus diisl (Pemoto

GAMBAR 3.18 RINCIAN DETIL VALIDASI
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Download
Bupot

Submenu Download Bupot digunakan untuk
mengunduh data bukti potong yang telah
diterbitkan/dibuat dalam suatu masa pajak.

Pada kolom Download Bupot pada SPT Masa
PPh Pasal 21/26 terdapat tombol aksi Ajukan
Ulang Unduh Bukti Potong yang akan
berubah menjadi tombol Unduh Bukti Potong
Pada SPT jika di klik, seperti ditunjukkan pada
gambar 3.19 halaman berikut.

e-Bupot 21/26 v.1.4
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Dashboard Bukti Potong SPT Masa

Daftar Bupot Pasal 21 Daftar Bupot Pasal 26

>>>>

bupot raee

(D)

Impor Bupot Download Bupot

= Download Bupot pada SPT Masa PPh 21/26 m

ampilkan 5 ¢ entri

TAHUN PAJAK | MASA PAJAK

2024 01

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

PEMBETULAN KE AKsI

o0 e 9
a

GAMBAR 3.19 SUBMENU DOWNLOAD BUPOT

Untuk mengunduh bukti potong, silakan pilih menu
Bukti Potong [1] lalu pilih sub menu Download Bupot

[D].

Pada kolom Aksi [2] terdapat tombol Ajukan Ulang
Unduh Bukti Potong 0 . Tekan tombol tersebut untuk
meminta data ke Server DJP. Jika berhasil tombol akan
berubah menjadi Unduh Bukti Potong Pada SPT o

Untuk mengunduh, tekan tombol aksi tersebut hingga
muncul notifikasi sukses seperti gambar 3.20 di
samping.

Berhasil

([
m

GAMBAR 3.20 TAMPILAN NOTIFIKASI SUKSES
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Menu Utama

SPT Masa

Dashboard Bukti Potong SPT Masa

Posting Perekaman Bukti Penyetoran

e-Bupot 21/26 v.1.4

bupot "2z

Penyiapan SPT Masa PPh 21/26

& Posting Data Pajak Penghasilan

..r

GAMBAR 4.1. TAMPILAN DASHBOARD MENU SPT MASA E-BUPOT 21/26

Deskripsi

Menu SPT Masa digunakan untuk:

memposting data bukti potong yang telah
dibuat agar masuk ke draft SPT.

merekam bukti penyetoran, baik
pembayaran yang dilakukan melalui Surat
Setoran Pajak maupun pemindahbukuan.

membuat draft Surat Pemberitahuan
(SPT) Masa PPh Pasal 21/26.

mengirimkan SPT Masa PPh Pasal 21/26
ke Direktorat Jenderal Pajak.

Pada menu SPT Masa terdapat
tiga submenu utama yaitu:

Posting;

Perekaman Bukti Penyetoran;
dan

Penyiapan SPT Masa PPh
21/26
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Posting
BuKti
Potong

Submenu Posting digunakan  untuk
memindahkan data bukti potong yang telah
dibuat/diterbitkan dalam suatu masa pajak
ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan/
atau memperbaharui data yang telah dibuat
sebelumnya.

Untuk melakukan posting data, silakan masuk
ke menu SPT Masa [1], kemudian pilih
Posting [A].
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bupot (212

A

Posting Perekaman Bukti Penyetoran Penyiapan SPT Masa PPh 21/26

e®00ccccce,
®eecccccce

®e000000000000000000000000000000°

& Posting Data Pajak Penghasilan

(3]

Masa Pajak w

GAMBAR 4.2. TAMPILAN SUBMENU POSTING

Lanjutkan dengan memilih:

[2] Tahun Pajak, dan

[3] Masa Pajak.

Lalu tekan tombol Posting [4]

Sukses

Jika berhasil, maka akan muncul keterangan
seperti gambar 4.3 berikut.

Bukti potong/pungut yang berhasil di posting

tersebut akan munCUI d| menu SPT Masa GAMBAR 4.3. TAMPILAN NOTIFIKASI SUKSES
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Perekaman
BuKti
Penyetoran

Submenu Perekaman Bukti Penyetoran
digunakan untuk:

merekam bukti pembayaran baik atas

NTPN maupun bukti pemindahbukuan.

validasi data pembayaran dengan

menyandingkan data:

1. NPWP Pemilik Pembayaran

2. Masa dan tahun pajak pembayaran

3. Kode akun pajak dan kode jenis setor
pembayaran.
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bupot [z

Posting Perekaman Bukti Penyetoran Penyiapan 5PT Masa PPh 21/26

. .
®ec0cc00c00000000000000000000000®

KB Perekaman Bukti Penyetoran

Rekam Bukti Penyetoran
Tagihan Perekam

Ringkasan Pembayaran

GAMBAR 4.4. TAMPILAN MENU PEREKAMAN BUKTI PENYETORAN

Untuk dapat melakukan perekaman bukti penyetoran, pada menu SPT Masa pilih submenu
Perekaman Bukti Penyetoran [B] --> kemudian pilih Tahun Pajak [1] --> Masa Pajak [2]
--> |lalu tekan tombol Cek [3].

Maka akan ditampilkan kolom Rekam Bukti Penyetoran seperti ditunjukkan pada gambar 4.5
di bawah ini. Untuk menambahkan bukti penyetoran tekan tombol Tambah [4].

3 Perekaman Bukti Penyetoran
Tahun Pajalk 2024 ~ Masa Pajak Januari

Rekam Bukti Penyetoran

= Daftar Bukti Setor

Tampilkan & < entrl

NO NOMOR JENIS JENIS MASA TAHUN TANGGAL JUMLAH AKSI
1 BUKTI PAJAK SETORAN PAJAK SETOR SETOR

Tidak ditemukan

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

GAMBAR 4.5. TAMPILAN KOLOM PEREKAMAN BUKTI PENYETORAN
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Di dalam perekaman bukti penyetoran, terdapat 2 (dua) jenis pembayaran yaitu:
1. Surat Setoran Pajak (SSP); dan
2. Pemindahbukuan (PBK)

DETIL ISIAN BUKTI PEMBAYARAN - PARAMETER SSP

Jika bukti pembayaran yang dipilih adalah SSP, maka silakan isi NTPN [5] dan pilih Tahun
Pajak [6], kemudian tekan tombol Cek Surat Setoran Pajak [7] untuk mengetahui validitas
pembayaran tersebut. Apabila data yang isikan sesuai dengan data yang terdapat di sistem
DJP, maka kolom Masa Pajak, Jenis Pajak (MAP), Jenis Setoran, Jumlah Setor, dan Tanggal
Setor akan terisi secara otomatis. Tekan tombol Simpan [8] untuk menyimpan data.

Perekaman Data Bukti Setor

Jenis Bukti @ Surat Setoran Pajak O Pemindahbukuan
Penyetoran

NPWP

NTPN e
Tahun Pajak - 6

Q. Ceksurat Setoran Pajak

Masa Pajak

Jenis Pajak

(MAP)

Jenis Setoran

Jumlah Setor
(Rp)

Tanggal Setor

GAMBAR 4.6. TAMPILAN KOLOM REKAM BUKTI PENYETORAN - PARAMETER SSP
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DETIL ISIAN BUKTI PEMBAYARAN - PARAMETER PEMINDAHBUKUAN

Jika bukti pembayaran yang dipilih adalah Pemindahbukuan, maka isikan Nomor Bukti
Pemindahbukuan [9], kemudian tekan tombol Cek Pemindahbukuan [10] untuk mengetahui
validitas pembayaran tersebut.

Apabila data yang isikan sesuai dengan data yang terdapat di sistem DJP, maka kolom Masa
Pajak, Jenis Pajak (MAP), Jenis Setoran, Jumlah Setor, dan Tanggal Setor akan terisi secara
otomatis. Tekan tombol Simpan [11] untuk menyimpan data .

Perekaman Data Bukti Setor

jenis Bukti O Surat Setoran Pajak @ Pemindahbukuan
Penyetoran

NPWP

Nomaor 0

Pemindahbukuan

Q Cek Pemindahbukuan

Tahun Pajak

Masa Pajak

Jenis Pajak

(MAP)
Jenis Setoran

Jumilah Setor

(Rp)

Tanggal Setor

m Simpan ) Batal

GAMBAR 4.7 TAMPILAN KOLOM REKAM BUKTI PENYETORAN - PARAMETER PEMINDAHBUKUAN
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Setelah mengisi semua bukti penyetoran,
berikutnya akan ditampilkan daftar tagihan
perekam baik berdasarkan KOP (Kode Objek
Pajak) maupun berdasarkan KAP (Kode Akun

' _ User utama hanya dapat melihat
Pajak)/KJS (Kode Jenis Setor).

daftar bukti potong yang dibuat oleh
dirinya, namun memiliki kewenangan
Untuk user utama disediakan menu untuk untuk melihat “resume” total bukti

melihat seluruh rincian tagihan baik yang potong dan tagihan yang telah dibuat
user perekam (tanpa disertai dengan

dibuat oleh dirinya sendiri maupun yang dibuat L
detil rincian per-orang).

oleh user perekam (namun hanya terbatas
pada nilai total penghasilan bruto dan jumlah
PPh terutang).

Caranya dengan memilih nama perekam pada kolom Pencarian Berdasarkan Perekam [12],
kemudian klik tombol Cari [13].

B3 Perekaman Bukti Penyetoran

Tahun Pajak 2024 w Masa Pajak Januari  Cek

Rekam Bukti Penyetoran
Tagihan Perekam v

Pencarian Berdasarkan Perekam

= Daftar Tagihan Perekam Per KOP
= Daftar Tagihan Perekam Per KAP/KJS

Ringkasan Pembayaran

GAMBAR 4.7 TAMPILAN KOLOM REKAM BUKTI PENYETORAN - PARAMETER PEMINDAHBUKUAN
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Ringkasan Pembayaran v

= Daftar Ringkasan Pembayaran

Tampilkan 5 ¢ ‘entri

PPH YANG

JENIS PAJAK JENIS SETORAN PPH YANG DIPOTONG SELISIH
t DISETOR

411121 100 2.500 2.500 0

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri -

GAMBAR 4.8 TAMPILAN KOLOM RINGKASAN PEMBAYARAN

Selanjutnya di kolom Daftar Ringkasan Pembayaran (Gambar 4.8), pengguna harus

memastikan kesesuaian nilai antara PPh yang dipotong dengan PPh yang disetor.

« Nilai minus menunjukkan bahwa KAP/KJS tersebut statusnya Lebih Bayar/Lebih Setor.
Atas kelebihan pembayaran ini, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
pajak yang seharusnya tidak terutang atau mengajukan pemindahbukuan.

« Nilai positif menunjukkan bahwa atas KAP/ KJS tersebut masih berstatus kurang bayar
Untuk dapat melakukan pengiriman SPT, waijib pajak harus terlebih dahulu melunasi keku-
rangan pembayaran tersebut.

« Nilai selisih 0 artinya jumlah pajak yang disetor dan nilai PPh dipotong telah sesuai.

Jika nilai PPh yang dipotong telah sesuai atau tidak terdapat kekurangan pembayaran, maka
lanjutkan ke menu Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Jika terdapat kekurangan pembayaran, maka pengiriman SPT Masa PPh Pasal
21/26 tidak dapat dilakukan.
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Penyiapan
& Pengiriman
SPTMasa

PPh Pasal
21/26

Setelah seluruh bukti penyetoran berhasil
direkam, langkah berikutnya adalah membuka
dan melengkapi draft SPT Masa PPh Pasal
21/26 yang akan dilaporkan.

Untuk melengkapi SPT, pada menu SPT
Masa pilih submenu Penyiapan SPT Masa
PPh Pasal 21/26 [C] seperti ditunjukkan pada
gambar 4.9 halaman berikut.
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il

Posting Perekaman Bukti Penyetoran : Penyiapan SPT Masa PPh 21/26
.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

= Daftar SPT Masa PPh 21/26 m

TAHUN MASA PBTL JUMLAH PPH STATUS
PAJAK |  PAJAK 3 KURANG SETOR SPT

Data SPT Belum dilengkapi. Silahkan cek
2024 o 0 2,500 Draft K
kembali SPT Anda.

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entr| -

KETERANGAN SPT AKSI

GAMBAR 4.9. TAMPILAN SUBMENU PENYIAPAN SPT MASA PPH PASAL 21/26

Pada Daftar SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdapat tombol aksi seperti ditunjukkan pada gambar

di bawah ini.

Tombol aksi “Lengkapi SPT” digunakan untuk melengkapi draft SPT
dan mengecek kebenaran atas seluruh elemen yang ada dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26.

Untuk melengkapi draft SPT Masa PPh Pasal 21/26, silakan tekan tombol “Lengkapi SPT [1],
sehingga muncul tampilan seperti gambar 4.10 halaman berikut.

Periksa seluruh elemen isian, baik terkait penghasilan pegawai tetap, penerima pensiun
berkala, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan lain sebagainya. Periksa juga terkait dengan
kolom “kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26”, centang masa pajak dan tahun
kalender dalam hal terdapat kompensasi dari masa-masa pajak sebelumnya.

Dalam hal status SPT adalah Lebih Bayar, maka jangan lupa pilih tahun pajak dan masa pajak
pada kolom angka 18 “Kelebihan Setor pada angka 15. atau angka 17 akan dikompensasikan
ke masa pajak (mm-yyyy).”
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Dashboard Bukti Potong SPT Masa

Alamat

Posting Perekaman Bukti Penyetoran

Penghitungan PPh Pasal 21/26 yang Kurang (Lebih) disetor

PENERIMA PENGHASILAN

PEGAWAI TETAP

PEMNERIMA PENSIUN BERKALA

PEGAWAI TIDAK TETAP

BUKAN PEGAWAI

4a. DISTRIBUTOR PEMASARAN BERJENJANG

4b. AGEN ASURANSI

4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN

4d. TENAGA AHLI

4e. BUKAN PEGAWAI LAINNYA

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATALU DEWAN PENGAWAS

YANG MENERIMA IMBALAN SECARA TIDAK TERATUR

MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI,
TANTIEM,
BONUS ATAU IMBALAN KEPADA MANTAN PEGAWAI

PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN UANG PENSIUN

PESERTA KEGIATAN

PEMNERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
TIDAK
FINAL LAINNYA

Mo Telepor

KODE
OBJEK
PAJAK

21-100-01

21-100-02

21-100-03

21-100-04

21-100-05

21-100-06

21-100-07

21-100-09

21-100-10

21-100-11

21-10012

21-100-13

21-100-99

JUMLAH
PENERIMA
PENGHASILAN

>>>>

bupot |2z

Penyiapan 5PT Masa PPh 21/26

2024/01

021-5262019

JUMLAH

PENGHASILAN BRUTO

(RP)

GAMBAR 4.8. TAMPILAN PREVIEW DRAFT SPT MASA PPH PASAL 21/26 - PART 1

100.000

JUMLAH PAJAK
DIPOTONG (RP)

2,500

65
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10 PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA 27-100-99
PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

11 JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 5.D.10) 1 100.000 2500

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR JUMLAH

1a PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

0

12 STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) °
13 KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :

Masa I 8. % 1]

Pajak JAN FEB MAR APR MEl JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES

Keterangan
14 JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) 0
15 PPh PASAL 21 DAN/ATAL PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 11a - ANGKA 14) 2500
16 PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI 0

BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)

17 PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN [ANGKA 15 - ANGKA 16) o

18 KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)

Tahun Kalender i w Masa Pajak 1 Paj ~

Penandatangan
‘ Penandatangan Sebagal Pengurus g 9
Penandatangan SPT h Per o ‘ 9

Simpan

GAMBAR 4.10. TAMPILAN PREVIEW DRAFT SPT MASA PPH PASAL 21/26 - PART 2

Pilih Jabatan [2] dan Nama Penandatangan SPT [3] , kemudian tekan tombol Simpan [3]
untuk menyimpan draft SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang sudah dilengkapi .

Langkah terakhir adalah mengirimkan file SPT. Caranya dengan masuk kembali ke submenu
Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21/26 [B] seperti ditunjukkan pada gambar 4.11 halaman
berikutnya, kemudian tekan tombol Kirim SPT [5]
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bupot 2z
Dashboard Bukti Potong SPT Masa p

Posting Perekaman Bukti Penyetoran Penyiapan S5PT Masa PPh 21/26

eecccccccscccccce

scece

= Daftar SPT Masa PPh 21/26

Tampilkan 5 % entr

JUMLAH PFH

TAHUN PAJAK MASA PAJAK PBTL KE STATUS SPT KETERANGAN SPT AKSI
! KURANG SETOR

. 0
2024 0 0 2.500 Draft SPT Anda siap kirim. @ ° . 6
.

.
ecsoce

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri -
GAMBAR 4.11. TAMPILAN SUBMENU PENYIAPAN SPT MASA PPH PASAL 21/26 - AKSI KIRIM SPT

Setelah tombol Kirim SPT [5] ditekan, maka akan dimunculkan informasi terkait dengan draft
SPT yang akan dikirim. Periksa kembali setiap kolom yang ada dalam Formulir 1721 [6],
kemudian lanjutkan dengan memilih tab Kirim SPT [7].

i

Posting Perekaman Bukti Penyetoran Penyiapan SPT Masa PPh 21/26
<A Kirim SPT 21
Nama AR Tahun/Masa Pajak 2024/01
MPWE 1 r N 0
Emall 3l rakamgmal Mo Telepon 021-5262519

Alamat

B OBJEK PAJAK

GAMBAR 4.12. TAMPILAN KOLOM KIRIM SPT

67
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Pada kolom Kirim SPT, disediakan dua jenis pilihan otentifikasi yaitu:
- Sertifikat Elektronik [a]; dan

» Kode Verifikasi via Email [b]

seperti ditunjukkan gambar 4.13 di bawah ini.

Formulir 1721 4 Kirim SPT

<4 Kirim SPT Masa PPh 21/26

Untuk dapat mengirim SPT silakan memilih otentikasi

enis Ctentikasi Kode Verifikasi via Email L ‘

Ambil Kode Verifikasi |

G Kode Verifikasi via Email

Kode Verifikasi

«d Kirim SPT ¥ Batal

GAMBAR 4.13 TAMPILAN PERMINTAAN KODE VERIFIKASI

A. JIKA OTENTIFIKASI YANG DIPILIH ADALAH SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Silakan isikan passphrase [8] dan
pilin fail sertifikat elektronik [9]

Untuk dapat mengirim 5PT silakan memilih otentikasi

Jenis Otentikas Sertifikat Elektronik e yang dimiliki (format “.p1 2)”-
e 0 - Harap pastikan sertifikat elektronik
File (*.p12) Pilin Sertifikat Elektronik 9 tersebut mas'h berlaku

Untuk melakukan pengiriman SPT
X Gt tekan tombol Kirim SPT [10]

GAMBAR 4.14 TAMPILAN ISIAN OTENTIFIKASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK

SPT yang berhasil dikirimkan akan masuk ke menu dashboard seperti yang dijelaskan pada
Bab 2.
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Untuk dapat mengirim SPT silakan memilih otentikasi

enis Otentikas Kode Verifikasi via Email "

Ambil Kode Verifikasi [di sini] m

Pastikan server code yang anda terima sesuai.

Kode Verifikasi ‘Ia

GAMBAR 4.15 TAMPILAN ISIAN OTENTIFIKASI KODE VERIFIKASI EMAIL

djp

KODE VERIFIKASI

Halo,
Silahkan menggunakan kode tersebut untuk kepentingan
pengiriman SPT Masa PPh 21/26 untuk Tahun/Masa 2024/01
Pembetulan 0

soosea (B)

BPIEITEE

Jika Anda merasa tidak pernah melakukan permintaan kode ini,
silahkan mengabaikan/menghapus pesan ini

Terima kasih telah menggunakan aplikasi eBupot 21.

#PajakKitalUntukKita.
Kri

1500 200

GAMBAR 4.16. TAMPILAN KODE VERIFIKASI

>>>>

B. JIKA OTENTIFIKASI YANG DIPILIH ADALAH KODE VERIFIKASI VIA EMAIL

Silakan tekan tombol [di sini] [11]
untuk meminta kode verifikasi.
Kode tersebut akan dikirimkan ke
email yang terdaftar pada laman
djponline seperti yang ditunjukkan
pada gambar 4.16.

Salin kode verifikasi yang didapat
[12], dan masukan ke kolom Kode
Verifikasi [13], lalu tekan tombol
Kirim SPT [14] untuk mengirimkan
SPT.

SPT yang berhasil dikirimkan akan
masuk ke menu dashboard seperti
yang dijelaskan pada Bab 2.
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Pengaturan
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Menu Utama

Pengaturan

bupot [z
Dashboard Bukti Potong SPT Masa Pengaturan P

Penandatangan Perekam Buat Auth Key

= Daftar Penandatangan Bukti Potong 21 dan SPT Masa 21

Pencarian Berdasarkar Kata Kune

NPWP/NIK 1 NAMA BERTINDAK SEBAGAI STATUS AKSI

Tidak diternukan

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

GAMBAR 5.1. TAMPILAN AWAL MENU PENGATURAN

Deskripsi
Menu Pengaturan berfungsi untuk:

* mendaftarkan nama penandatangan bukti
potong dan penandatangan SPT serta user
perekam bukti potong.

Pada menu Pengaturan
terdapat 3 (tiga) submenu,

yaitu:
* mengaktifkan dan menonaktitkan - Penandatangan
penandatangan dan perekam yang telah + Perekam
didaftarkan sebelumnya. « Buat Auth Key

* membuat Auth Key yang digunakan untuk
menghubungkan antara aplikasi Penyedia
Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) dengan DJP.
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submenu
Penanda-
tangan

Submenu Penandatangan digunakan untuk:

« mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk
sebagai penandatangan bukti potong dan
penandatangan Surat Pemberitahuan
(SPT) Masa PPh Pasal 21/26.

- mengaktifkan/nonaktif penandatangan
yang telah didaftarkan sebelumnya.

Nama penandatangan waijib diisi sebelum
membuat bukti potong.
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bupot |z
0 :

3
o .
o .
P Penandatangan :9 Perekam Buat Auth Key
: :

= Daftar Penandatangan Bukti Potong 21 dan SPT Masa 21 9

Pencarian Berdasarkar Kata Kunc
Semua -
Tarmpllkar 5 % |entr
NPWP/NIK 1 NAMA BERTINDAK SEBAGAI STATUS AKSI
Tidak ditemukan
Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

GAMBAR 5.2. TAMPILAN TOMBOL TAMBAH PENANDATANGAN

Untuk menambahkan nama penandatangan, silakan masuk ke menu Pengaturan [1], kemudian
pilih Penandatangan [2], lalu tekan tombol Tambah [3]. Sehingga muncul tampilan seperti
gambar 5.3 di bawah ini.

« Jka vyang dipilih:
Bertindak Sebagai ® wakil Wajib Pajak (Pengurus) “NPWP”'

Identitas @ NPWP o MIK o Maka Sllakan
masukan NPWP 15
digit. Untuk nama

NPWP

MNama Lengkap

lengkap akan terisi
secara otomatis
(jika NPWP tersebut
© smpen N6 terdaftar di sistem

DJP).

GAMBAR 5.3. TAMPILAN DETIL ISIAN TAMBAH PENANDATANGAN

+ Jika yang dipilih “NIK”’:
Maka silakan masukan NIK 16 digit, dan ketikan nama lengkap sesuai e-KTP, lalu tekan
tombol cek (sistem DJP akan melakukan sinkronisasi dengan sistem dukcapil).
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Lalu Centang Status [5] dan tekan tombol Simpan [6]

Apabila perekaman penandatangan berhasil tersimpan, maka nama tersebut akan muncul di
menu Daftar Penandatangan Bukti Potong seperti ditunjukkan gambar 5.4 di bawah ini.

= Daftar Penandatangan Bukti Potong

Pencarian Berdasarkar Kata Kunci

Semua -
Tampilkan, 5 & lentri
NOMOR IDENTITAS T MNAMA BERTINDAK SEBAGAI STATUS AKSI
27.321.664.9-1,102.000 SUARA DHANISWARA Pengurus/Wajib Pajak S | @
24 123.456.7-6.910.000 ANGGA SUKMA DHANISWARA Pengurus/\Wajib Pajak @

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri n

GAMBAR 5.4 TAMPILAN DAFTAR PENANDATANGAN BUKTI POTONG

Untuk menonaktifkan/mengaktifkan kembali
nama orang pribadi yang telah didaftarkan
sebagai penandatangan, silakan tekan tom-
bol aksi Aktifkan/Nonaktifkan Penan-
datangan seperti ditunjukkan gambar 5.5 di

Aktikan/Nonaktifkan
Penandatangan

. GAMBAR 5.5 TOMBOL AKSI
samping.
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submenu
Perekam

Submenu Perekam digunakan untuk:

- mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk
sebagai perekam bukti potong.

- mengaktifkan/nonaktif perekam yang telah
didaftarkan sebelumnya.

- menghapus orang pribadi yang ditunjuk
sebagai perekam bukti potong.

Pada aplikasi e-Bupot 21/26 terdapat 2 (dua) role
user yang dapat melakukan akses aplikasi:

1. Role User Utama (Pengguna akun DJP Online)
2. Role User Perekam

e-Bupot 21/26 v.1.4
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Secara sederhana, userperekam merupakan
pembantu user utama dalam menyelesaikan
tugas penggunaan e-Bupot 21/26, namun
kewenangan yang dimilikinya dibatasi tidak
sebanyak user utama.

Untuk saat ini kewenangan yang diberikan
pada user perekam hanya sebatas
merekam bukti potong, membuat billing
tagihan PPh 21/26, dan merekam setoran.

Konsep wuser perekam muncul karena
issue confidentiality data penghasilan
dari wajib pajak. Pemegang user utama
biasanya merupakan divisi/bagian yang
tidak menangani gaji pegawai, sehingga
dikhawatirkan dapat melihatdata penghasilan
pegawai lainnya. Untuk itu, perlu diberikan
batasan akses dan kewenangan pada
masing-masing user.

Setiap perekam dibatasi hak aksesnya hanya
atas data bukti potong dan pembayaran yang
direkamnya saja. User utama dan perekam
lain tidak dapat melihat secara detail apa
yang direkam oleh user lain. Namun karena
userutama diberikan kewenangan yang lebih
luas, maka pada user utama e-bupot 21/26

Dashboard Bukti Potong SPT Masa Pengaturan

Penandatangan

ooooooooooooooooo

= Daftar Penandatangan Bukti Potong 21 dan SPT Masa 21

Pencarian Berdasarkan Kata Kunc

Semua =

NPWP/NIK NAMA

BERTINDAK SEBAGAI

>>>>

diberikan fungsi monitoring resume transaksi
yang dilakukan oleh user perekam. Fungsi
monitoring tersebut diberikan dalam menu
SPT - Sub Menu rekam setoran - Tagihan
Perekam per KOP dan per KAP/KJS.

Setiap pengguna yang didaftarkan sebagai
perekam akan diberikan  username,
password, dan tautan khusus yang terpisah
dari laman djponline.

Pendaftaran user perekam hanya dapat
dilakukan oleh wajib pajak Badan, dengan
ketentuan bahwa user perekam memiliki
identitas berupa NPWP, email dan password
yang sudah ditentukan sebelumnya. User
Perekam yang sudah didaftarkan akan
divalidasi olen sistem dan kemudian
diberikan bukti pendaftaran yang dikirimkan
melalui email yang didaftarkan.

Untuk menambahkan nama perekam, silakan
masuk ke menu Pengaturan [1], kemudian
pilih Perekam [2], lalu tekan tombol Tambah
[3] seperti ditunjukkan pada gambar 5.6 di
bawabh ini.

(1) bupot |2z

Buat Auth Key

=D 3

STATUS AKSI

GAMBAR 5.6 TAMPILAN TOMBOL TAMBAH PENANDATANGAN

77
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# Tambah Perekam

== 0

@0

GAMBAR 5.7 TAMPILAN MENU TAMBAH PEREKAM

wdjp

REGESTRASI PEREKAM
E-SPT 21 WEB BASE

Halo, ANGGA SUKMA DHANISWARA
Anda telah didaftarkan oleh PT. RAI RAKARIKO  sebagai
perekam Bukti Pemotongan untuk aplikasi e-SPT 21 Web Base

Berikut data akun Anda
NPWP : 2432145678061000
Password : DJPMAJUPASTI
" NPWR PRIBE Kerd * b1234se7dd 16000

Nama Pemberi Kerja | PT. RAI RAKA RIKO

SPT 21 Web Base

Silahkan klik tombol dibawah ini untuk login ke aplikasi Perekam e

GAMBAR 5.8 TAMPILAN EMAIL NOTIFIKASI PENDAFTARAN PEREKAM

e-Bupot 21/26 v.1.4

Pada menu Tambah Perekam,

isikan:

« NPWP [4]

» Email [5], dan

» Password [6] yang sudah
disiapkan

lalu tekan tombol Simpan [7]

Bagi wajib pajak yang berhasil
didaftarkan sebagai perekam,
sistem DJP akan mengirimkan
email yang berisi username
dan password (seperti
ditunjukkan pada gambar 5.8
disamping).

Username dan password
tersebut digunakan oleh
user perekam untuk login ke
laman khusus perekam bukti
potong 21/26 yaitu https:/
perekamebupot2126.pajak.
go.id)

Alamat khusus yang digunakan oleh user perekam dalam membuat bukti
potong adalah https://perekamebupot2126.pajak.go.id
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Daftar nama perekam yang berhasil didaftarkan, dapat dilihat di menu user utama pada kolom
Daftar Perekam seperti ditunjukkan gambar 5.9 di bawah ini. Namun berbeda dengan pendaftaran
penandatangan bukti potong/SPT yang tidak tersedia fitur hapus, untuk pendaftaran perekam

disediakan tombol aksi “Hapus”.

b'Ljp'o't | 21/28

Dashboard Bukti Potong Pengaturan

Penandatangan Perekam
= Daftar Perekam
Tampilkan 5 & entrl
NPWP PEREKAM I NAMA PEREKAM STATUS AKS]

N Rk ARGIEA 00

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri

GAMBAR 5.9 TAMPILAN DAFTAR PEREKAM
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submenu
Buat Auth
Key

Submenu Buat Auth Key digunakan untuk
meminta kunci autentikasi ke Direktorat
Jenderal Pajak.

Auth  Key ini menjadi jembatan untuk
menghubungkan antara aplikasi Direktorat
Jenderal Pajak dengan aplikasi milik Penyedia
Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Dengan kata
lain, Auth Key ini dibutuhkan jika wajib pajak
menggunakan jasa PJAP dalam pembuatan
bukti potong maupun pelaporan SPT Masa
PPh Pasal 21.

e-Bupot 21/26 v.1.4



e-Bupot 21/26 v.1.4 >>>> 81

Untuk meminta kode autentikasi, silakan masuk ke menu Pengaturan [1], kemudian pilih Buat
Auth Key [2], lalu tekan tombol Minta [3] seperti ditunjukkan pada gambar 5.10 di bawah ini.

LD 21/26
o BFR

oooooooooooooooooooooooooooooooo o

Auth Key

Penandatangan Perekam Buat Auth Key

o

GAMBAR 5.10 TAMPILAN SUBMENU BUAT AUTH KEY

Salin danberikan kode autentikasi yang ter-generated tersebut kepada PJAP untuk memberikan
hak akses dalam menghubungkan antara aplikasi PJAP dengan aplikasi DJP Online milik
wajib pajak.



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



